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MOTTO 

 “Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”.  

(Thomas Alfa Edison)* 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* “Tomas A. Edison”. Dalam http://tutorialsoftwaregratis.blogspot.com. Diakses tanggal 20 Mei 

2016 
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Politik Universitas Jember. 

 

 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Selain itu pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat 

dominan, salah satunya adalah Pajak Hotel. Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan 

di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Tujuan 

dari Praktek Kerja Nyata ini untuk mengetahui Prosedur Pendaftaran, Pendataan, 

Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso yang berwenang dalam memungut Pajak 

Daerah.  

 Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi 

dan pembukuan perkantoran, (2) Mempelajari unsur-unsur materi yang terkait 

dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel yang meliputi pendaftaran, 

pendataan, penetapan dan pembayaran. Untuk dapat menjelaskannya penulis 

melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 22 Februari sampai 

dengan 22 Maret 2016. 

 Pajak Hotel adalah pungutan yang dikenakan terhadap pelayanan yang 

disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti 

fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, 

transportasi berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah dan Peraturan Bupati No 1F Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pajak Hotel. Dalam pemungutan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang diterapkan yaitu Self 
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Assessment System. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak 

terutang, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

Pembayaran dilakukan paling lama 30 hari sejak diterbitkannya SPTPD (Surat 

Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah). 

 Kesimpulan yang diperoleh penulis dari prosedur pendaftaran, pendataan, 

penetapan dan pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hasil dari pungutan pajak daerah tersebut mampu 

mengembangkan perekonomian dan benar-benar memberi pera untuk 

mewujudkan ekonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 2002/UN.25.1.2/SP/2016, Ilmu 

Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Jember. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting 

untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, 

dinamis, dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan 

suatu hal yang mudah. Hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan 

pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. 

Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu 

membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah 

berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung 

antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya 

bukan secara individual tetapi ditunjukan untuk kepentingan umum. Dalam 

melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan faktor penting sebagai 

sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan. 

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara 

penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah 

daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka 

mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan 

bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari 

pajak hotel. 
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Pelaksanaan pemungutan pajak hotel dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Salah satu jenis yang dikelola 

oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso adalah 

pajak hotel. Pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber pendapatan asli 

daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di 

wilayah Bondowoso. Pajak hotel merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah 

yang selalu meningkat tiap tahunnya. Dari pendapatan pajak hotel tersebut, 

diharapkan Pajak Hotel mampu memberikan kontribusi yang positif dan 

signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso. Hal 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1  Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel pada Dinas     

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

(Tahun Anggaran 2013-2015) 

 

No Tahun Anggaran Target Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi (Rp) Prosentase 

(%) 

1 2013 391.000.000,00 739.202.489,00 189,05 

2 2014 441.000.000,00 796.887.661,00 180,70 

3 2015 782.000.000,00 790.202.109,00 101,05 

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 2016. 

Dilihat dari data di atas, pendapatan daerah dari sektor pajak hotel 

mengalami kenaikan pada tahun 2013 dan 2014 sedangkan pada tahun 2015 

mengalami sedikit penurunan. Hal tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan 

pajak daerah di sektor pajak hotel cukup besar. Apabila usaha di bidang hotel tiap 

tahunnya dapat terus meningkat dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara 

optimal maka akan berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Selain itu, Sistem pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bondowoso 

menggunakan self assessment system sehingga sangat menguntungkan Wajib 

Pajak. 
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Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

merupakan instansi yang berwenang mengelola 13 pajak hotel. Dari 13 hotel yang 

ada di Kabupaten Bondowoso semuanya masih berjenis hotel melati. Pada tahun 

2015 realisasi pajak hotel Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 790.202.109,00 

dengan prosentase 101,05%. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya 

realisasi 13 pajak hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 pada Table 1.2. 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan 13 Pajak Hotel pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 

Anggaran 2015 

 

No Jenis  

Pajak Hotel 

Target Penerimaan 

(Rp) 

Realisasi (Rp) Prosentase 

(%) 

1. Hotel Palm 260.000.000,00 233.857.000,00 89,95 

2. Hotel Slamet 30.000.000,00 35.910.950,00 119,70 

3. Hotel Anugerah 49.000.000,00 22.100.500,00 45,10 

4. Hotel Baru 29.000.000,00 30.329.000,00 104,58 

5. Hotel Kinanti 10.000.000,00 10.827.500,00 108,28 

6. Hotel Jampit 100.000.000,00 106.666.659,00 106,67 

7. Hotel Blawan 125.000.000,00 132.503.000,00 106,00 

8. Hotel Ijen View 150.000.000,00 186.061.000,00 124,04 

9. Hotel Wisata Asri 7.000.000,00 7.649.500,00 109,28 

10. Hotel Grand 9.000.000,00 9.317.500,00 103,53 

11. Hotel RIS 4.200.000,00 5.182.000,00 123,38 

12. Hotel Melati 4.800.000,00 4.117.000,00 85,77 

13. Hotel Wisata Ijen 4.000.000,00 5.680.500,00 142,01 

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 2016 

Dari data tersebut, realisasi penerimaan pendapatan 13 pajak hotel pada 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 

yang realisasi penerimaan pajak hotel terbesar yaitu hotel Palm sebesar Rp 

233.857.000,00 dengan prosentase 89,95% dari target penerimaan sebesar Rp 

260.000.000,00. Hal ini dapat dilihat dari target dan jumlah realisasi penerimaan 
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dari 13 pajak hotel yang ada di Kabupaten Bondowoso. Prosentase pendapatan 

pajak hotel dihasilkan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target 

penerimaan pajak dikalikan dengan 100%. Hal tersebut untuk mengetahui 

besarnya kenaikan pajak.  

Penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso dikarenakan instansi tersebut yang 

berwenang mengelola pajak daerah salah satunya pajak hotel. Hal ini 

menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai peran penting dalam meningkatkan 

penerimaan daerah dan salah satu penerimaan pajak yang tiap tahunnya selalu 

mengalami peningkatan adalah pajak hotel.  

Selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil judul 

Pajak Hotel karena penulis ingin mengetahui prosedur pendaftaran, pendataan, 

penetapan dan pembayaran pajak hotel pada dinas pendapatan dan pengelolaan 

keuangan Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis 

memilih judul “Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan 

Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso merupakan unit daerah yang 

memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah di Kabupaten Bondowoso berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

Penulis merumuskan permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana prosedur 

pendaftaran, pendataan, penetapan dan pembayaran pajak hotel pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso adalah untuk mengetahui prosedur 
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pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pembayaran Pajak Hotel pada Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Mengetahui tentang Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan 

Pembayaran Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso; 

2) Menambah pengetahuan tentang administrasi perpajakan pada Kantor 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso; 

3) Menambah kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam 

menghadapi berbagi macam masalah di bidang perpajakan; 

4) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan 

seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-

waktu dapat berubah; 

b. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

1) Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata nantinya dapat 

diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur 

administrasi perpajakan khususnya prosedur pendaftaran, pendataan, 

penetapan, dan pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

2) Sebagai masukkan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan kinerja yang sudah baik 

serta memperbaiki kinerja yang masih diangap kurang sehingga 

menjadi lebih baik lagi. 

c. Bagi Universitas Jember 

1) Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu 

pada lingkungan universitas. 

2) Sebagai bahan untuk mengembangkan untuk kegiatan belajar mengajar 

pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi 

Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan 

2.1.1 Definisi Pajak 

Bila dilihat dari sudut pandang kita, pajak itu memiliki definisi yang 

berbeda-beda dan sampai saat ini belum juga ditemukan kesatuan pendapat yang 

bulat untuk merumuskan pengertian pajak dalam bentuk definisi tunggal. Para ahli 

di bidang perpajakan memberikan batasan ataupun definisi yang berbeda-beda, 

namun pada dasarnya dari berbagai definisi tersebut mempunyai unsur dan tujuan 

yang sama. Hal itu tampak jelas jika kita memahami definisi pajak menurut para 

ahli, antara lain : 

a. Menurut Meliala (2007:4), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran 

serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional”. 

b. Menurut Soemitro (1990:5), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

c. Menurut Brotodiharjo (1991:2), “pajak adalah iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintah”. 

d. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1), “pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
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Dari beberapa definisi di atas, pajak merupakan kontribusi Wajib Pajak 

kepada negara yang terutang oleh orang atau badan berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. 

Adapun unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2013:1), antara lain: 

1) Iuran rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2) Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dengan kekuatan undang-

undang serta aturan pelaksanaannya. 

3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan 

adanya kontraprestasi individual atau pemerintah. 

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak  

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009:1-2), terdapat dua fungsi pajak 

yaitu: 

1) Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pegeluaran-

pengeluarannya. 

2) Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh : 

a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 
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c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasar dunia. 

 

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak 

Wajib, Subjek dan Objek Pajak menurut Siahaan (2006:55-57), sebagai 

berikut: 

a. Wajib Pajak 

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak 

tertentu. 

b. Subjek Pajak  

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

c. Objek Pajak 

Adalah bentuk kegiatan baik yang di lakukan oleh orang pribadi maupun 

badan yang bisa menimbulkan hutang pajak. 

 

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Syarat pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2013:2), pemungutan 

pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 
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2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. 

Contoh : 

a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam 

tarif. 

b) Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 

10%. 

c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang 

berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi). 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi (Mardiasmo, 2013:7): 

a. Official Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak 

Ciri-cirinya: 
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2) Wajib pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assessment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri, 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporakan 

sendiri pajak yang terutang, 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak 

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu fiskus sehingga asas 

tersebut negara memberi hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang 

diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Devano dan 

Rahayu (2006:38-39) asas-asas pemungutan pajak tersebut anatara lain: 

1) Asas Domisili 

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. 

Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara itulah yang berhak 
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mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang 

dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. 

2) Asas Sumber  

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak 

diperoleh. Tergantung di negara mana objek pajak tersebut. Jika di suatu 

negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak 

memungut pajak tanpa melihat suatu sumber penghasilan, negara tersebut 

berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. 

3) Asas Kebangsaan 

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak 

dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional 

adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan 

dengan kebangsaan dari suatu negara. Contoh : fiskus Belanda selama 

Perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang 

berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda. 

 

2.1.7 Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat, dan Kewenangan 

Memungutnya 

Meliala (2007:20) mengemukakan bahwa pajak dibagi berdasarkan 

golongan, sifat dan kewenangan memungutnya, yaitu: 

a. Berdasarkan golongan, dibedakan atas 2 jenis yaitu: 

1. Pajak Langsung 

Pajak Langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh 

wajib pajak dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari 

wajib pajak. 

Pajak langsung mempunyai ciri-ciri sebagi berikut: 

a) Pengertian administratif 

1) Harus dibayar langsung oleh wajib pajak 

2) Dibayar secara periodic oleh wajib pajak 
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b) Pengertian ekonomi 

1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga 

(Harus dibayar sendiri oleh wajib pajak) 

2) Tidak dapat menaikkan harga. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

2. Pajak Tidak Langsung 

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang hanya dipungut kalau ada 

pada suatu ketika ada peristiwa atau perbuatan seperti pergerakan 

barang tidak bergerak,perbuatan akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak 

mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada 

orang lain. 

Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung dipungut 

oleh pemerintah kepada wajib pajak, dan pajak ini dipungut oleh 

pemerintah kepada wajib pajak, dan pajak ini mengalihkan 

pembayarannya pada pihak ketiga. Dalam hal inipemerintah menunjuk 

wajib pajak sebagi perantara pemungut pajak dan yang menanggung 

atau menjadi pembayar pajak yang sebenarnya adalah pihak ketiga 

atau konsumen. 

Pajak Tidak Langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Dalam pengenaan administratif 

1) Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa yang dapat 

memyebabkan dikenakanya pajak. 

b) Pengertian ekonomi 

1) Dapat dilimpahkan pada orang lain 

2) Dapat menaikkan harga. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barng 

Mewah (PPnBM), Bea Mterai, Bea Masuk, dan Cukai. 

b. Berdasarkan sifatnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu: 

1. Pajak Subjektif atau pajak bersifat perorangan 
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Pajak Subjektif yaitu pajak yang dalam penggunannya memperhatikan 

keadaan-keadaan pribadi wajib pajak. 

Akibatnya dapat terjadi bahwa pemungutan pajak terhadap orang-

orang yang mempunyai jumlah penghasilan yang sama, tetapi jumlah 

pajak yang dipungut dari mereka tidak sama. Hal ini disebabkan 

keadaan masing-masing wajib pajak tersebut tidak sama dalam 

penentuan penghasilan tidak kena pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

2. Pajak Objektif atau yang bersifat kebendaan 

Pajak Objektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya 

memperhatikan sifat objeknya saja. Jadi pemungutannya tidak 

memperhatikan keadaan wajib pajak. Pajak ini dipungut karena 

perbuatan, keadaan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam 

wilayah negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya atau 

sifat subjek (orang pribadi atau badan, warga negara atau tidak). 

Contoh: Pajak Tontonan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

c. Berdasarkan kewenangan memungutnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu: 

1. Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang wewenang 

pemungutannya ada ditangan Pemerintah Pusat. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2. Pajak Daerah 

Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada 

ditangan Pemerintah Daerah. 

Pajak Daerah terdiri dari: 

a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

b) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan 

(PPJ). 
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2.1.8 Cara Pemungutan Pajak 

Tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan 

dalam hukum pajak (Devano dan Rahayu, 2006:39-40), sebagai berikut: 

1) Sistem Fiktif 

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Peningkatan atau penurunan 

pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. 

Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 januari 

adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya 

banyak wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai 

berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan 

seperti itu bisa dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun 

berikutnya. 

2) Sistem Nyata (Riil) 

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang 

sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya 

penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, 

pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian 

baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah 

pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan 

pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang 

diperkirakan. 

3) Sistem Campuran  

Umunya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel di atas, yaitu 

nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu 

anggapan bahawa pengahasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap 

sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. 

Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula 

dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataanya dengan jalan mengadakan 

pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungut 

pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau 
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menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem 

anggapan itu. 

 

2.1.9 Hapusnya  Utang Pajak 

 Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (Sudirman dan 

Amirudin, 2012:11-12) 

1) Ajaran Formil 

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. Ajaran ini diterapkan dalam official assessment system. 

2) Ajaran Materiil 

Utang pajak yang timbul karena berlakunya undang-undang. Ajaran ini 

diterapkan pada self assessment system. 

 Hapusnya utang pajak disebabkan beberapa hal : 

1) Pembayaran  

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan terhapus karena 

pembayaran yang dilakukan ke kas negara. 

2) Kompensasi 

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan 

tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, 

kompensasi terjadi apabila waib pajak mempunyai tagihan berupa 

kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak 

yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan 

pajak-pajak lainnya yang terutang. 

3) Daluwarsa 

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk 

melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh 

tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa 

pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak bersangkutan. Hal ini 

dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak 

tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak 
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tertangguh, antara lain terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan 

Surat Paksa. 

4) Pembebasan 

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena 

ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok 

pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. 

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Definisi Pajak daerah 

Menurut Siahaan (2005:10), pajak daerah adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung 

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah 

merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan 

daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah 

dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. 

Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk 

melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi 

menjadi dua, yaitu  pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

Pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusannya kepada pemerintah 

daerah dalam otonomi daerah (OTODA). Kewenangan yang diberikan tersebut 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menjadikan tugas daerah 

dalam menggali potensi sebesar-sebasarnya sebagi upaya untuk mewujudkan 

Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Salah satu caranya 

adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk pajak 

daerah. Adapun pengertian atau istilah yang terkait dengan pajak daerah 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 

ayat (1), (10), (44), (45), antara lain: 
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1) Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2) Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatakan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

3) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. 

4) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

 

2.2.2 Jenis Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: 

a. Pajak Kendaraan Bermotor; 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

d. Pajak Air Permukaan; dan 

e. Pajak Rokok 

2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari : 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Hiburan; 

c. Pajak Reklame; 

d. Pajak Penerangan Jalan; 

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
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f. Pajak Parkir; 

g. Pajak Air Tanah; 

h. Pajak Sarang Burung Walet. 

 

2.2.3 Dasar Hukum 

Pajak yang dikenakan di Indonesia harus berdasarkan ketentuan hukum 

untuk kelancaran proses pengenaan dan pemungutannya, begitu juga dengan pajak 

daerah. Pajak daerah mempunyai dasar hukum yaitu Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

2.2.4 Tarif Pajak Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah tarif jenis pajak ditetapkan sebesar: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima 

persen) 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 

10% (sepuluh persen) 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen) 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen) 

5) Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen) 

6) Pajak Restoran sebsar 10% (sepuluh persen) 

7) Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) 

8) Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen) 

9) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen) 

10) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh 

persen) 

11) Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen) 
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2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak  

Pemungutan Pajak yang terutang dikabupaten Bondowoso ditetapkan atas 

dasar Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 bagian kesatu pasal 81 Tentang 

pemungut pajak yaitu: 

1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 

2) Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat 

ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan 

perundang-undangan perpajakan. 

3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan 

Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagimana dimaksud pada ayat (3) 

berupa rekening pembayaran. 

5) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan 

menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

 

2.3 Pajak Hotel 

2.3.1 Definisi Pajak Hotel 

Menurut Siahaan (2006:245), Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan 

hotel. Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini berdasarkan pada Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula 

menurut Undang-Undang 18 Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan dengan 

Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi 

dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan 
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dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan 

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu 

diketahui. Menurut Siahaan (2006:246) terminologi tersebut dapat dilihat berikut 

ini: 

1) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 

menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya 

dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, 

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan 

perkantoran. 

2) Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa 

pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan 

untuk umum. 

3) Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun 

yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di 

bidang jasa penginapan.  

4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai 

imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran 

kepada pemilik hotel 

5) Bon penjualan (bill) adalah buku pembayaran, yang sekaligus sebagai 

bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan 

pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta 

fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak. 

 

2.3.2 Objek Pajak Hotel 

Menurut Siahaan (2006:247-248) objek Pajak Hotel adalah pelayanan 

yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagaimana 

di bawah ini: 

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam 

pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 

sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. 
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Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk 

pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), 

losmen dan rumah penginapan 

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain : telepon, facsimile, teleks, 

fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang 

disediakan atau dikelola hotel. 

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, 

bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain : pusat 

kebugaran (fitness center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, 

diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel. 

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

Pada Pajak Hotel, tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan 

dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, 

yaitu: 

a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen, dan atau fasilitas tempat tinggal 

lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; 

b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren; 

c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan 

oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; 

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, dan salon yang digunakan oleh umum 

di hotel; dan 

e. Pelayanan perjalanan wisata yang di selenggarakan oleh hotel dan dapat 

dimanfaatkan oleh umum. 

 

2.3.3 Dasar Hukum Pajak Hotel 

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar 

hokum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak 

yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau 

kota adalah sebagaimana dibawah ini : 
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1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 

3) Peraturan Bupati Nomor 1F Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pajak Hotel dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

 

2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel 

Menurut pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang merupakan subjek pajak hotel adalah 

orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau 

badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang 

pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. 

 

2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Hotel 

Menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Hotel 

adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. 

 

2.3.6 Tarif Pajak Hotel 

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) 

dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal 

ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah 

kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan 

kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah 

kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang 

mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% 

(sepuluh persen). 
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2.3.7 Perhitungan Pajak Hotel 

Menurut Siahaan (2006:250-251) besarnya pokok Pajak Hotel yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan 

pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut: 

  

 

 

 

Sedangkan pada pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 

15 Tahun 2010 tentang pajak Daerah, Cara perhitungan pajak hotel yaitu besaran 

pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan 

dasar pengenaan. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

 

 Keterangan :  

 DPP : Dasar Pengenaan Pajak 

 Tarif : 10% 

 

2.4 Prosedur 

2.4.1 Definisi Prosedur 

Prosedur merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang dilaksanakan 

untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan 

yang diharapkan secara efektif dan efisien, selain itu prosedur juga dapat 

memudahkan para pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah secara terperinci 

sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur adalah tahap 

kegiatan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Jadi Prosedur adalah serangkaian 

aksi yang spesifik, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, 

perhitungan dan proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang 

menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. 

 

Pajak Terutang  = Tarif Pajak  x  Dasar Pengenaan Pajak 

  = Tarif Pajak  x  Jumlah Pembayaran yang Dilakukan  

Kepada Hotel 

Pajak Terutang  = Tarif  x  DPP 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


24 
 

 
 

2.5 Akuntansi Pajak 

2.5.1 Definisi Akuntansi Pajak 

Dalam Meliala (2007:29) akuntansi adalah proses pengindentifikasian, 

pencatatan, dan penyampaian atau pelaporan informasi ekonomi untuk 

memungkinkan pengambilan keputusan dan pertimbangan oleh para pemakai 

informasi tersebut. 

Literature lain mengatakan bahwa akuntansi adalah suatu seni pencatatan, 

pengukuran, mengiktisaran dan menginterprestasikan kegiatan perusahaan. Hal ini 

sering disebut dengan “Bahasa Perusahaan”, artinya bahwa: 

1. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pencatatan, dan 

pelaporan informasi ekonomi. 

2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam 

penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang 

bersangkutan. 

Sedangkan menurut Meliala (2007:4) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran 

serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Jadi, yang 

dimaksud dengan akuntansi pajak adalah proses pengidentifikasian, pencatatan 

dan penyampaian, atau pelaporan informasi ekonomi sesuai dengan aturan 

perpajakan. 

 

2.5.2 Tujuan Utama Akuntansi 

Dalam Meliala (2007:29) tujuan utama akuntansi adalah menyajikan 

informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha 

(Bussines Enterprise), yang hasilnya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan 

adalah bukti laporan perusahaan dalam bentuk keuanagan yang terdiri atas: 

a. Laporan pendapatan 

b. Neraca  

c. Laporan perubahan modal 

d. Laporan arus kas 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Latar Belakang Sejarah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso 

Perubahan kewenangan daerah secara fungsi maupun struktur pemerintah, 

mengakibatkan pemerintah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam 

meyelenggarakan pemerintah sebagai konsekuensi terhadap perubahan 

kewenanagan. Disatu sisi dengan adanya pemberian otonomi mengakibatkan 

daerah memiliki kemandirian untuk menentukan sendiri urusan pemerintah yang 

sesuai dengan kondisi daerah sehingga diharapkan lebih optimal dalam 

membangun masyarakat untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan, akan 

tetapi disisi lain dengan adanya otonomi daerah berdampak secara langsung 

terhadap peningkatan kebutuhan pendanaan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut maka perlu diatur pemenuhan kebutuhan dana pemerintah melalui dana 

perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga pemerintah pusat dan daerah dapat 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso juga 

memiliki visi dan misi. Visi merupakan pandangan jauh kedepan, bagaimana 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso harus 

berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif dan inovatif serta produktif. Visi 

adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan 

cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan 

proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen 

Dinas Pendapatan  dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Visi Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso adalah
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terwujudnya tata kelola Pendapatan Asli Daerah, keuangan daerah dan tertib, 

efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

Dalam rangka mewujudkan Visi-nya maka ditetapkan Misi yang diemban 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso tahun 

2013–2018 sebagai berikut: 

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur DPPK; 

2. Mewujudkan penerimaan PAD sebagai sumber pendapatan daerah yang 

potensial dan berkelanjutan; 

3. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah melalui tahapan perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. 

 

3.1.1 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso, menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas melaksanakan 

urusan dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan atas asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang 

pengelolaan keuangan daerah; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah; 

4. Perencanaan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD; 

5. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah; 

6. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 

7. Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan pemungutan pajak 

dan retribusi daerah; 
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8. Perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah 

9. Perumusaan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

10. Perumusan penyajian informasi keuangan daerah; 

11. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi daerah; 

12. Perumusan pelaksanaan pengelolaan investasi daerah; 

13. Perumusan pengawasan pengelolaan investasi daerah; 

14. Perumusan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

15. Penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, 

neraca dan catatan atas laporan keuangan; 

16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

3.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN DESKRIPSI JABATAN 

Struktur organisasi adalah cara dalam mengatur sumber daya manusia 

dengan berorientasi pada kegiatan yang berhubungan dengan tujuan organisasi. 

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan pada setiap pemerintah, organisasi perlu 

mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas. 

Menurut The Liang Gie pada Administrasi Perkantoran modern, suatu 

organisasi dapat benar-benar mencapai tujuan secara penuh, tata organisasi itu 

harus memenuhi dua syarat, yaitu efisien dan sehat. Tata organisasi yang efisien 

berarti bahwa organisasi itu mempunyai bentuk teratur dalam tugas maupun 

wewenangnya. 

Struktur organisasi dikatakan efektif jika tidak tergantung dari sejauh 

mana struktur organisasi itu dapat mendorong atau menghalangi usaha untuk 

mencapai tujuan. Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso struktur pimpinan (kepala dinas), sekretaris dan kemudian diikuti 

oleh kepala bagian masing-masing jabatan. Bentuk susunan organisasi fungsional 

yang mana wewenang dari puncak pimpinan dilimpahkan kepada satuan-satuan 

organisasi dibawahnya dalam bidang pekerjaan tertentu, pimpinan tiap bidang 

berhak memerintahkan semua pelaksanaan yang ada selama masih menyangkut 
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bidang kerjanya. Adapun struktur organisasi pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bondowoso No. 12 Tahun 20013 tentang penjabaran tugas pokok dan 

fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dapat dilihat pada gambar 

3.2.1 sebagai berikut: 
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3.2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

Sumber: Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso (2016). 
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1. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso mempunyai tugas : 

a. Merumuskan Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman APBD; 

b. Mengendalikan Pelaksanaan APBD; 

c. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan 

Perubahan APBD 

d. Melaksanakan Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 

e. Melaksanakan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

f. Melaksanakan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah; 

g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan 

pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 

h. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 

i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; 

j. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang diberikan oleh 

Bupati 

Selain sebagi SKPD Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso jugas sebagai Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bondowoso yang mempunyai 

tugas : 

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahn APBD; 

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 

d. Melaksanakan fungsi BUD; 

e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 

oleh kepala daerah. 
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2. Sekertariat 

Sekertariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan evaluasi 

umum, kepegawaian  dan keuangan SKPD. 

Bagian Sekertariat mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi untuk menyusun anggaran dan laporan; 

b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan 

keuangan; 

c. Pelaksanaan rencana program, kegiatan dan evaluasi; 

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan 

perawatan; 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Pendapatan dan Pengelolaan  Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

Sekertariat terbagi atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : 

1) Sub. Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas 

a) Melakukan penyusunan program dan kegiatan; 

b) Melakukan penyusunan RKA; 

c) Melakukan evaluasi program dan kegiatan SKPD; 

d) Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) SKPD; 

e) Melakukan penyusunan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD; 

f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a) Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

b) Melakukan tata usaha, kearsipan, dokumentasi dan kepustakaan; 

c) Melakukan rencana kebutuhan pendidikan dan kepelatihan; 

d) Melakukan penyiapan bahan formasi, pengurusan tata usha, 

dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai; 

e) Melakukan penyiapan bahan penghargaan, bimbingan dan 

pembinaan disiplin pegawai; 

f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 
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3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a) Melakukan penyusunan DPA; 

b) Melakukan tata usaha keuangan dan laporan pertanggungjawaban 

keuangan; 

c) Melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD; 

d) Melakukan peyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan 

realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; 

e) Melakuakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris. 

3. Bidang Pendapatan Daerah 

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, 

reklame, parkir, penerangan jalan, air tanah dan kegiatan pendapatan pajak 

daerah selain PBB dan BPHTB serta melaksanakan penerimaan dana bagi 

hasil dan penerimaan lainnya. 

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi dinas; 

b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak 

daerah selain PBB dan BPHTB; 

c. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, 

restoran, hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, dan air tanah; 

d. Pelaksanaan kegiatan penggalian dan pengembangan sumber 

pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB; 

e. Pembinaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

f. Pelaksanaan administrasi/tata usaha pendapatan daerah selain PBB 

dan BPHTB; 

g. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan 

BPHTB; 

h. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selain 

PBB dan BPHTB; 

i. Pelaksanaan penghitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi 

daerah selain PBB dan BPHTB; 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


33 
 

 
 

j. Pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

k. Pengendalian oprasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pendapatan selain PBB dan BPHTB; 

l. Pelaksanaan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah 

selain PBB dan BPHTB; 

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu : 

1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas : 

a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Pendataan dan 

Pendaftaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan 

Daerah; 

b) Melakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran subjek dan objek 

pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

c) Melakukan pengkajian, pengelolaan dan verifikasi data subjek 

dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB; 

d) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha serta dokumentasi 

subjek dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB 

e) Melakukan penerbitan surat keputusan NPWPD 

f) Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk 

teknis yang berkaitan dengan Pendataan dan Pendaftaran; 

g) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada seksi 

pendataan dan pendaftaran; 

h) Melakaukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB 

dan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran; 

i) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan Daerah. 

2) Seksi Penetapan mempunyai tugas: 

a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penetapan mengacu pada 

rencana kerja Bidang Pendapatan; 
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b) Melakukan perhitungan besarnya jumlah ketetapan pajak daerah 

dan besarnya angsuran pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang 

terhutang; 

c) Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

selain PBB dan BPHTB; 

d) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi 

penetapan; 

e) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha ketetapan pajak 

daerah dan pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB; 

f) Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB 

dan BPHTB yang berkaitan dengan penetapan; 

g) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan Daerah. 

3) Seksi Penagihan mempunyai tugas: 

a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penagihan mengacu pada 

rencana kerja Bidang Pendapatan; 

b) Melakukan penagihan pajak daerah dan lainnya selain PBB dan 

BPHTB; 

c) Melakukan penerimaan setoran pajak daerah selain PBB dan 

BPHTB; 

d) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha penagihan pajak 

dan pendapatan daerah  lainnya selain PBB dan BPHTB; 

e) Melakukan kegiatan koordinasi penagihan pajak daerah lainnya 

selain PBB dan BPHTB; 

f) Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB 

dan BPHTB yang berkaitan dengan penagihan; 

g) Melakukan pengendalian teknis operasional penagihan pajak 

daerah; 

h) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

penagihan; 
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i) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan Daerah. 

4. Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB 

Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan 

daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan serta penerimaan dana bagi hasil PBB 

Migas, Perhutanan dan Perkebunan. 

 Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan kerja bidang yang mengacu pada 

perencanaan strategis dinas; 

b. Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis 

pengelolaan PBB dan BPHTB; 

c. Pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB; 

d. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelayanan PBB dan BPHTB 

skala kabupaten; 

e. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pelayanan, pendaftaran, 

penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan 

BPHTB; 

f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan 

PBB dan BPHTB; 

g. Pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB 

dan dana bagi hasil PBB Migas, Perhutanan, Perkebunan; 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala  Dinas. 

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu: 

1) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB mempunyai 

tugas : 

a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang 

mengacu pada rencana kerja bidang; 
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b) Melakukan administrasi pendaftaran, pendataan objek pajak baru 

PBB sebagai objek baru yang belum terdaftar pada administrasi 

PBB dan sismiop PBB; 

c) Melakukan verfikasi dan pemeriksaan dilapangan terhadap objek 

pajak (baik objek pajak baru, mutasi sebagian/seluruhnya) serta 

penghapusan objek pajak; 

d) Melakukan proses administrasi pembetulan SPPT/SKP 

e) Melakukan evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak 

f) Melakukan penghitungan penetapan nilai objek pajak PBB; 

g) Melakukan administrasi pembentulan, pembatalan, keberatan, 

pengurangan, penghapusan, kompensasi, restitusi, atas 

permohonan dari wajib pajak dan penyelesaian permasalahannya; 

h) Melakukan pendistribusian dan penyampaian informasi atas 

ketetapan PBB tahun berjalan; 

i) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; 

j) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan PBB dan BPHTB; 

2) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas: 

a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang 

mengacu pada rencana kerja bidang; 

b) Melakukan pengadministrasian dan pemprosesan dokumen masuk 

pada seksi penagihan PBB dan BPHTB; 

c) Melakukan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan 

tunggakan penagihan PBB dan BPHTB; 

d) Melakukan penatausahaan dan pemerosesan surat keputusan 

keberatan, banding, pengurangan dan atau pembatalan ketetapan 

pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administasi; 

e) Melakukan penyelesaian usualan pemeriksaan dalam rangka 

penagihan PBB dan BPHTB; 

f) Melakukan penagihan dan tunggakan PBB dan BPHTB; 
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g) Melakukan penyiapan bahan penghapusan piutang PBB dan 

BPHTB; 

h) Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk 

teknis yang berkaitan dengan seksi Penagihan PBB dan BPHTB; 

i) Melakukan dan memjawab konfirmasi data tunggakan wajib 

pajak PBB dan BPHTB; 

j) Melakukan penyelesaian permohonan mengangsur dan 

penundaaan pembayaran PBB dan BPHTB; 

k) Melakukan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka 

penagihan PBB dan BPHTB; 

l) Melakukan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, Surat 

Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan Surat Keputusan 

pencabutan sita; 

m) Melakukan pelelangan dan penyelesaian pembatalan permohonan 

lelang; 

n) Melakukan pemantauan, evalusi dan pelaporan kegiatan seksi; 

o) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan PBB dan BPHTB. 

3) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas: 

a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang 

mengacu pada rencana kerja bidang; 

b) Melakukan pengelolaan data PBB dan pembatalan salinan SPPT 

SKP/SPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum 

diterima; 

c) Melakukan penetapan ketetapan data objek dan subjek sebagai 

tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB; 

d) Melakukan pemeliharaan dan pengembangan data PBB; 

e) Melakukan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan 

basis data PBB (SISMIOP PBB) 

f) Melakukan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan 

pembayaran PBB dan BPHTB; 
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g) Melakukan validasi penerimaan pembayaran SSPD BPHTB; 

h) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap PPAT; 

i) Melakukan rekonsiliasi data penerimaan PBB dan BPHTB; 

j) Melakukan penyempurnaan sistem pembentukan basis data PBB 

dan BPHTB; 

k) Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan langkah 

strategis dalam pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB; 

l) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pendapatan PBB dan BPHTB. 

5. Bidang Anggaran mempunyai tugas: 

a. Melakukan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta 

pengendalian pelaksanaan APBD; 

b. Melaksanakan penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-

SKPD) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-

SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang anggaran mempunyai fungsi : 

a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

APBD atau Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD atau Perubahan APBD; 

b. Penyiapan bahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) atau 

Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) untuk 

disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 

c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan 

keuangan daerah; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembina pengelolaan keuangan daerah; 

e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang anggaran; 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

Bidang Anggaran terbagi atas seksi-seksi yaitu: 

1) Seksi anggaran pendapatan mempunyai tugas : 

a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan 

perubahan pendapatan daerah; 
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b) Melakukan konsilidasi data anggaran pendapatan; 

c) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Anggaran; 

2) Seksi anggaran belanja dan pembiayaan mempunyai tugas: 

a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan 

perubahan belanja dan pembiayaan daerah; 

b) Melakukan konsolidasi data anggaran belanja dan pembiayaan; 

c) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang 

Anggaran. 

3) Seksi pengendalian anggaran mempunyai tugas: 

a) Melakukan penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD; 

b) Melakukan evaluasi dan analisis Anggaran Pendapatan Belanja 

dan Pembiayaan Daerah; 

c) Melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan 

daerah; 

d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Anggaran 

6. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan anggaran kas; 

b. Melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD); 

c. Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 

d. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh 

Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk; 

e. Melaksanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan 

dalam melaksanakan APBD; 

f. Melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang daerah; 

g. Melaksanakan pengelolaan investasi daerah; 

h. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna 

anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 

i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 
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Dalam melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyediaan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan 

APBD; 

b. Penyiapan bahan penempatan uang daerah dan mengelola atau 

menatausahakan investasi; 

c. Penyiapan bahan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 

pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah; 

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas 

nama pemerintahan daerah; 

e. Penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; 

f. Penyiapan bahan penagihan utang piutang daerah; 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Perbendaharaan terbagi atas seksi-seksi yaitu: 

1) Seksi pengelolaan dan penyedian dana mempunyai tugas: 

a) Melakukan penyiapan anggaran kas daerah; 

b) Melakukan penyiapan SPD; 

c) Melakukan administrasi teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas daerah; 

d) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan investasi daerah; 

e) Melakukan penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama 

pemerintah daerah; 

f) Melakukan rekonsiliasi atas RKUD; 

g) Melakukan penyiapan bahan laporan posisi kas; 

h) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perbendaharaan. 

2) Seksi belanja langsung mempunyai tugas: 

a) Melakukan verifikasi kelengkapan SPM yang diajukan pengguna 

anggaran berupa SPJ; 

b) Melakukan penerbitan SP2D belanja langsung; 

c) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; 
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d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perbendaharaan. 

3) Seksi belanja tidak langsung mempunyai tugas: 

a) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPM yang diajukan; 

b) Melakukan menerbitkan SP2D belanja tidak langsung; 

c) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 

pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah; 

d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perbendaharaan. 

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka penyusunan 

laporan keuangan; 

b. Melaksanakan koordinasi konsolidasi dalam rangka penyajian 

informasi keuangan daerah; 

Dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan 

mempunyai fungsi: 

a. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah; 

b. Penyiapan bahan penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama 

APBD serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya; 

c. Penyiapan bahan penyusunan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan 

daerah; 

d. Penyiapan bahan penyajian informasi keuangan daerah; 

e. Pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan keuangan; 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 

Bidang akuntansi terbagi atas seksi-seksi yaitu: 

1) Seksi akuntansi mempunyai tugas ; 

a) Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

b) Melakukan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan 

Realisasi Semester Pertama APBD serta prognosis 6 (enam) bulan 

berikutnya dari SKPD dan SKPKD; 
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c) Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD 

dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan; 

d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Akuntansi dan Pelaporan. 

2) Seksi fasilitas dan informasi keuangan mempunyai tugas: 

a) Melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan; 

b) Menyajikan informasi keuangan daerah; 

c) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Akuntansi dan Pelaporan. 

 

3.2.2 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso 

beralamat di Jalan Letjen Suprapto No. 68 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. 

Adapun batas-batas lokasi sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan SD Negeri Dabasah Bondowoso. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan SMA Negeri 2 Bondowoso. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan SMP Negeri 4 Bondowoso 

 

3.2.3 Jam Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso 

Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso saat ini telah melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu 

dengan ketentuan sebagi berikut: 

1) Hari kerjanya adalah Senin sampai Jum’at 

2) Jam Kerjanya: 

a. Senin – Kamis  : 07.10 – 15.45 WIB 

Istirahat   : 12.00 – 13.00 WIB 

b. Jum’at  : 07.00 – 11.00 WIB 

c. Sabtu – Minggu : Libur 

3) Kegiatan apel pagi, dilaksanakan setiap hari sebelum aktivitas di mulai. 

Karyawan diwajibkan mengikuti apel pagi guna untuk mengetahui jumlah 
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karyawan yang hadir, serta berdoa untuk mendukung kelancaran dalam 

bekerja. 

4) Senam pagi diadakan setiap hari jum’at minggu ke 2 dan minggu ke 4 

dalam 1 bulan dan dimulai pukul 07.00 sampai dengan selesai. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata, Prosedur Pendaftaran, 

Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso menggunakan Self Assessment 

Sistem yaitu wajib pajak berwenang untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam mekanisme tersebut dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendaftaran Pajak Hotel yaitu pengisian formulir oleh wajib pajak 

2. Pendataan Pajak Hotel yaitu proses pencatatan ke dalam buku pendataan 

dan dimasukkan ke Situs Informasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan 

3. Penetapan Pajak Hotel merupakan suatu proses menetapkan besarnya 

hutang pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah 

(SPTPD) 

4. Pembayaran Pajak Hotel dilakukan di Bendahara Penerimaan kemudian 

Bendahara Penerimaan meyetorkan ke Bank Jatim yang berada di Kantor 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Hotel pada 

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso tersebut 

sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan didasarkan pada 3 dasar hukum 

sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Nomor 15 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah. 
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c. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1F Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pajak Hotel. 

 

5.2 Saran 

Dari Kesimpulan diatas, penulis memberikan suatu saran yang mungkin 

bermanfaat bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten 

Bondowoso: 

1. Sistem pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 

Keuangan Kabupaten Bondowoso menggunkan sistem self assessment 

system akan tetapi pada kenyataan belum 100% menggunakan self 

assessment system dan masih ada sistem official assessment system karena 

masih harus dilakukan penagihan oleh petugas penagih dan bukan wajib 

pajak yang secara langsung membayar pajaknya. oleh karena itu harus ada 

kejelasan pada sistem pemungutannya.  

2. Jika ada keterlambatan dalam pembayaran pajak hotel dikenakan sanksi 

administrasi, tetapi sampai saat ini sanksi administrasi bagi wajib pajak 

yang telat melakukan pembayaran belum dikenakan sanksi oleh karena itu 

harus ada ketegasan bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak. 

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pengusaha hotel di 

wilayah Kabupaten Bondowoso akan pentingnya membayar pajak dengan 

cara melakukan sosialisai perpajakan. 
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